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ANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 2 TAHUN  2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, 
klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, 
Jawa Barat merupakan wilayah rawan bencana yang 
dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta 
benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan 
upaya penanggulangan bencana secara sistematis, 
terencana, terkoordinasi dan terpadu; 
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  b. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 
ancaman bencana  dan menjamin terselenggaranya 
penanggulangan bencana mulai dari prabencana, 
saat tanggap darurat dan pascabencana; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 
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  2. Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4441); 
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  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4988); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4638); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4830); 

   16.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 
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